BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR>»7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

. bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme

tahapan penyaluran dan penyampaian dokumen
persyaratan Alokasi Dana Desa, perlu melakukan
penyesuaian kembali terhadap tahapan penyaluran dan
penyampaian dokumen persyaratan Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Buton Utara;

. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2

Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian dan
Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 27 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi
Dana Desa  Kabupaten Buton Utara  Tahun
Anggaran 2020, sebagian sudah tidak sesuai dengan
kondisi dan keadaan yang ada, sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Buton Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);




10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undarng Nomor 9 Tahun 2015 ternitang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6410);

Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 94j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);




11.

12.

135,

14.

15.

16.

1Z.

18.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dua Kkali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan COVID-19 dilingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015
Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buton Utara Rahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18);
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2017
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2017 Nomor 12);

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38);
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 53 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2019 Nomor 53);

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019
Nomor 54);




Menetapkan

19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2020

tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi
Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020
Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Buton Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian dan
Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton
Utara Tahun 2020 Nomor 27});

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana
Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Buton Utara Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020
Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa diwilayah
Kabupaten Buton Utara.

(2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening
Kas Umum Daerah kepada Rekening Desa.

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa masing-masing
dengan ketentuan :

a. tahap I paling cepat bulan Januari 2020 sebesar 40 % (empat puluh

persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret 2020 sebesar 40% (empat puluh
persen}; dan
c. tahap Il paling cepat bulan Juni 2020 sebesar 20% (dua puluh

persen).




2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Dalam rangka penyampaian Dokumen persyaratan peryaluran ADD
sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dengan ketentuan :
a. Tahap I berupa :

1. Peraturan Desa tentang APBDes telah ditetapkan;

2. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.
b. Tahap Il berupa :

1. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I;

2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I;

3. Laperan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya.
c. Tahap IIl berupa :

1. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap II;

2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Buton Utara.
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